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MOTTO DAN PESEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup 1m mudah Tapi Allah berjangi. bahwa sesungouhnyva bersama
kesulitan past1 ada kemmudahan™

(Q.5. Al-Tnsyirah: 5-6)

“Long story short, I survived”

{Taylor Swaft)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas Kuasa dan Ridho-Nya karva ilmiah in1
dapat diselesaikan dengan baik Karva tesis in1 saya persembahkan kepada orang-orang
tercinta vang senatiasa hadir dalam setiap proses kehudupan pemulis.

Kepada Mama dan Papah vang telah memberikan dukungan dan doa vang Mama dan Papah
panjatkan di setiap sujud malam_ setiap pengorbanan vang tidak pemah diucapkan namun
selalu dirasakan serta setiap dukungan vang diberikan tanpa pamrih menjadi kekuatan
terbesar sava dalam menyelesatkan tesis tni.

Kepada Adik dan seluruh keluarga besar yang selalu membernikan semangat dan dukungan
sampai tesis ini bisa sava selesatkan, saya bertenima kasth.

Serta kepada Dosen Pembimbing Tesis saya persembahkan dengan rasa hormat dan terima
kasih vang mendalam kepada Bapak Dr. H Mispansvah, S H, M H, yang dengan penuh
kesabaran_ ketelitian. dan keikhlasan dalam membimbing sava sejak penvusunan proposal
hingga penyelesaian tesis im_
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RINGKASAN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPl Danantara) merupakan
lembaga wang dibentuk oleh pemerintah sebagar mstrumen strategis dalam
mengoptimalkan pengelolaan mvestas: nasional melalui  penghimpunan dan
pengelolaan aset negara. Pembentukan BPI Danantara merupakan bagian dari reformasi
tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) vang bertujuan menmgkatkan
efektivitas, efisienst dan nilai ekonomi aset negara melalii pengelolaan investasi
secara profesional Dalam menjalankan fungsinya, BPI Danantara mengelola sumber
dava vang berasal dari Penvertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN, kekayaan
negara vang dipisahkan hasil mvestasy serta sumber pendanaan lamnya vang diperoleh
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kondisi  tersebut
menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan kerugian vang dialami BPI
Danantara, khususnya apakah kerugian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai
kerugian keuangan negara dalam perspektif tmdak pidana korupsi

Tuwuan dari penelitian in1 adalah untuk menjelaskan dan menganalisis apabila terjadi
kerugian kevangan pada Badan Pengelola Investas: Dava Anagata Nusantara dapat
dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara dan bagaimana pertanggungjawaban
pidana pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara apabila terjad: Pratik

korupsi vang menvebabkan Kerugian Keuangan Negara.

Penelitian i1 merupakan penelitian hukum normatif vang menggunakan pendekatan
peraturan  perundang-undangan (sitatute approach) dan pendeskatan konseptual
{conceptual approackh). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk
menganalisis berbagat regulast vang mengatur mengenai keuangan negara, BUMN,

BPI Danantara, serta tindak pidana korupsi sedangkan pendekatan konseptual
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dipunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum wvang berkaitan dengan keuangan
niegara, pertanggungjawaban pidana, Busimess Judgment Rule, dan tata kelola
perusahaan vang baik (Good Corporate Governance). Bahan hukum yang digunakan
meliputi bahan hulkum primer, sekunder, dan tersier vang dianalisis secara preskriptif
untuk memperoleh argumentast hukum terhadap permasalahan vang datelite

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kerugian yvang dialami BPI Danantara tidak
dapat ditentukan hanva berdasarkan fakta adanva pengurangan nilai aset atau kerugian
mvestast Penentuan suat kerugian sebagai kerugian kevangan negara harus dilakukan
melalut analisis terhadap beberapa aspek vaitu status objek vang mengalami kerugian,
hubungan aset tersebut dengan keuangan negara, adanya kerugian yang nyata atau
dapat dihitung hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, serta penvebab
timbulnya kerugian tersebut. Dalam hal aset yvang mengalami kerugian berasal dan
kekayaan negara vang dipisahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48PUU-
XT2013 dan Nomor 62/PUU-XT2013 menegaskan bahwa kekayaan negara vang
dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara sehingga masih berada dalam
ruang lingkup perlindungan keuangan negara Dengan demikian, status kekavaan
niegara yang dipisahkan tidak menghilangkan karakteristiknva sebagai bagian dan

keuvangan negara.

Penelitian m1 juga menemukan bahwa tidak setiap kerugian mvestas: vang dialami BPI
Danantara dapat dikategorikan sebagai kerugian kevangan negara dalam perspektif
tindak pidana korupsi. Kerugian vang timbul akibat fluktuasi pasar, perubahan kondisi
ekonomi, atau risiko investasi vang wajar merupakan konsekuensi dari aktrvitas bisnis
dan pada prinsipnya tidak dapat dipersamakan dengan kerugian negara vang menjadi
objek pertanggungjawaban pidana. Sebaliknva, apabila kerugian timbul karena adanva
penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, konflik kepentingan,
manipulast atau tmdakan yvang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka kerugian
tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara Oleh karena itu,
pembuktian adanva unsur tindak pidana menjadi faktor vang sangat menentukan dalam
membedakan antara risiko bisnis dan kerugian negara akibat korupst



Dalam pertanggungjawaban pidana penelitian mi menegaskan bahwa penilaian
terthadap tindakan pengurus BPI Danantara tidak dapat hanya didasarkan pada
timbulnva kerugian mvestast Penegakan hulkum harus mempertimbangkan apakah
keputusan mvestas: tersebut telah dilakukan berdasarkan prmnsip kehati-hatian, itikad
baik. tanpa benturan kepentingan serta sesuai dengan prinsip Business Judement Rule
dan Good Corporate Governance. Penerapan prinsip tersebut penting untuk mencegah
terjadinyva kriminalisasi terhadap pengelola mvestas:i vang telah bertindak secara
profesional dalam menjalankan kewenangannva. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat
penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum vang mengakibatkan
kerugian keuangan negara, maka pengurus maupun korporasi dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yvang berlaku.

Selain mu, penelitian mi1 menemukan bahwa pengaturan hukum mengenai pengelolaan
mvestasi oleh BPI Danantara masth menyisakan beberapa kekosongan dan
ketidakjelasan norma. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur
mengenat kedudukan, kewenangan, dan sumber pendanaan BPI Danantara, belum
terdapat pengaturan vang secara khusus mengatur parameter penentuan kerugian
keuangan negara dalam kegiatan mnvestasi, batasan antara risiko bisnis dengan kerugian
akibat tmndak pidana korupsi maupun mekanisme pertanggungjawaban pidana vang
mempertimbangkan karakteristik investasi negara Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hulkum serta mengurangi

kepastian hulum bag: pengelola mvestasi negara

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat distmpulkan bahwa kerugian vang terjadi
pada BPI Danantara tidak secara otomatis merupakan kerugian keuangan negara dalam
perspektif tindak pidana korupsi Penentuan status kerugian hamus didasarkan pada
analisis terhadap status aset vang duugikan, penyebab timbulnva kerugian, hubungan
kausal serta terpenuhinva unsur perbuatan melawan hukum atau penvalahgunaan
wewenang Dengan demikian, kerugian investasi vang merupakan konsekuensi dan
risiko bisnis vang wajar tidak dapat dipidanakan hanva karena mengakibatkan
berkurangnva milai mvestas: Sebaliknya, apabila kerugian tersebut tumbul akibat

perbuatan vang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka kerugian tersebut dapat



dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara vang menimbulkan
pertanggungjawaban pidana Oleh karena mu, diperlukan penvempumaan regulasi dan
penyusunan pedoman vang lebith komprehensif mengenai parameter penentuan
kerupian keuangan negara dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam
pengelolaan mvestasi oleh BPI Danantara, schingga tercipta keseimbangan antara
perlindungan tethadap keuangan negara kepastian hukum bagi pengelola investas: dan
efektivitas pemberantasan tmndak pidana korupsi.

Xl
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ABSTRAK

Kata Kunci: BP] Danantara, Pertanggungjawaban Pidana Korporasiy Tindak Pidana
Kompsiy Kemugian Keuangan Negara, Business Judgment Rule.

Kerugian keuvangan negara yang timbul dalam pengelolaan mvestasi strategis negara
menjadi 1su hukum vang semakin penting sejak dibentulmyva Badan Pengelola Investas:
Dava Anagata Nusantara (BPI Danantara). Belum adanya pengaturan yang secara tegas
membedakan risiko bisnis vang wajar dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan

ketidakpastian mengenal pertanggungjawaban pidana atas kerugian vang terjadi

Penelitian 1 bertujuan untuk menganalisis apakah kerugian keuvangan pada BPI
Danantara dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara serta mengkaj
bentuk pertangoungjawaban pidana korporas: dan pengaturan hukum yang ideal dalam
penanganannya. Penelitian i1 menggunakan metode penclitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yvang didukung
oleh bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian keuangan pada BPI Danantara tidak
serta-merta dapat dikategorikan sebagal kerugian keuangan negara dalam perspeknf
tindak pidana korupsi melainkan harus didasarkan pada adanya perbuatan melawan
hukum, penvalahgunaan wewenang, atau praktik korups: Pertangoungjawaban pidana
korporasi dapat diterapkan melalui Teon Identifikasi Sgicr Liagbility, dan Vicarious
Liability. sedangkan Business Judgment Rule berfungsi sebagai batas antara risiko
bisnis vang sah dan tindak pidana Selain ttu, pengaturan hukum vang berlaku masih
bersifat parsial sehingga diperlukan regulasi vang lebih komprehensif dan spesifik
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untuk menjamm kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kevangan

negara.
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ABSTRACT

Kevwords: BPI Danantara, Carporate Criminal Liabilitv, Corruption Crimes, State

Financial Losses, Business Judgment Rule

State financial losses arising in the management of state strategic investments have
become an increasingly important legal issue since the establishment of the Daya
Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara). The absence of
a regulation that expresslv distinguishes reasonable business risk from unlawful acts

creates uncertainty regarding criminal liability for losses that occur,

This studyv aims to analvze whether financial losses at BPI Danarntara can be gualified
as state financial losses and examine the ideal form af corporate criminal liability and

legal arrangements in handling them.

This research uses normative legal research methods with a legisiative approach and
a conceptual approach supported by primary and secondary legal materials. The
results of the study show that financial losses at BPI Danantara cannot necessarily be
categorized as state financial losses from the perspective af corruption crimes, but must

be based on unlawful acts, abuse of authority, or corrupt practices.

Corporate criminal liability can be applied through the Theory of Identification, Strict
Liability, and Vicarious Liability, while Business Judgment Rule serves as a boundary
hetween legitimate business risks and criminal acts. In addition, the applicable legal
arrangements are still partial, so more comprehensive and specific regulations are

needed to ensure legal certainty, accountability, and protection of state finances.

X
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